BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWES| BARAT

Mamuju, 11 Juli 2024
Nomor : 521 /PM.01.01/K.SR/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran i-
Perihal : Imbauan
Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat
di-
Tempat
I. Dasar:
1. Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang — Undang
Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang — Undang;
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XV11/2019;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota Tahun 2024;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota,;

Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Surat Edaran Bawaslu Rl Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan
Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

II. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan
pelanggaran pada tahapan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu
Provinsi Sulawesi Barat mengimbau kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk:

1.

Melaksanakan Pencocokan dan penelitian (coklit) sesuai dengan jadwal dalam lampiran II
Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota, yaitu dimulai pada tanggal 24 Juni 2024 dan berakhir pada
tanggal 24 Juli 2024;

Melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) dengan mendatangi pemilih secara langsung
sebagaimana pada ketentuan pasal 13 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih
Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
Serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

Melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan ketentuan dalam Pasal
19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih



Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

Serta Walikota dan Wakil Walikota:

(1) PPS menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dan Pasal 18 ayat (2).

(2) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam
urutan Pemilih per nama untuk:
a. Pemilih baru;
b. Pemilih yang tidak memenuhi syarat; dan
c. perbaikan data Pemilih.

(3) Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis
TPS dengan menggunakan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih.

(4) PPS dalam menyusun Daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dibantu oleh Pantarlih.

(5) Ketentuan mengenai formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dalam Peraturan Komisi ini.

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan Terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Rl di Jakarta
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat



